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Kepada
Yth : Terlampir
di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR :44%3.5/000043%2.

TENTANG
PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN INDUSTRI DALAM MASA
PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG
Bahwa dengan masih meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2018
(COVID-19) di Jawa Tengah dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia (INMENDAGRI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), maka guna menjamin pelaksanaan kegiatan
industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial diperlukan
pedoman tentang Pelaksanaan Operasional Kegiatan Industri dalam Masa

Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Bupati/Walikota,

Perusahaan Industri dan atau Perusahaan Kawasan Industri dalam melakukan ;
pengawasan dan pengendalian serta menjalankan kegiatan usaha industri
selama masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19
serta menjamin pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industn tetap
dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.
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C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat pedoman penerapan pembatasan kegiatan sektor industri
selama masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sebagaimana
diamanatkan INMENDAGRI MNomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang diberfakukan mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021
untuk mengendalikan pandemi COVID-19,

D. Dasar:

1.
2,

E. Isi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengajuan Permohonan Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Rangka
Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);

Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban
Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
Memiliki ljin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.50000429 tanggal 8 Januari
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi
Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah.

. Mempedomani Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tentang Pemerintah
Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk
Mengendalikan Pandemi COVID-19 khususnya di sektor industri;

Melakukan pengawasan, pengendalian dan mendorong industri dalam
pelaksanaan kegiatan industri untuk menerapkan hal-hal yang diatur di Surat
Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020,Surat Edaran Menteri
Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Perindustrian
Nomor 8 Tahun 2020 secara lebih ketat;
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3. Apabila ditemukan adanya dugaan ketidakpatuhan atas pelaksanaan Penerapan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat khususnya dalam penerapan protokol
pencegahan COVID-19 oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan
Industri dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bupati/Walikota memberikan
pembinaan, peringatan, dan/atau melakukan penyegelan sementara;

4. Peringatan dan/atau penyegelan sementara dapat dicabut apabila Perusahaan
Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memenuhi
kewajiban penerapan protokol pencegahan COVID-19;

S. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri setelah
diberikan pembinaan dan peringatan dan/atau dilakukan penyegelan sementara
tetap tidak memenuhi kewajiban penerapan protokol pencegahan COVID-19
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bupati/Walikota melaporkan dan
dapat mengusulkan pencabutan ijin operasional dan mobilitas kegiatan industri
kepada Menteri Perindustrian;

6. Dalam rangka mengawal Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat, Bupati/Walikota diwajibkan melaporkan secara harian mengenai
pelaksanaan penerapan atas INMENDAGR{ Nomor 1 Tahun 2021 kepada
Gubernur Jawa Tengah c.q Pj.Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (Sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (Sebagai laporan);

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Dinas Yang Membidangi Urusan Perindustrian di 35 Kab/Kota;

5. Kamar Dagang Indonesia (KADIN);

6. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

7. Himpunan Kawasan Industri (HKI).
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Lampiran Surat Edaran Pj.Sekretaris Daerah
Nomor : 443.5'/ 000043
Tanggal @ & Januari 2021

Kepada Yth. :

1. Bupati Semarang,
2. Bupati Kendal,

3. Bupati Demak;

4. Bupati Grobogan,
Bupati Sukoharjo:
Bupati Wonogiri;
Bupati Klaten,
Bupati Karanganyar,

© ® N o o

Bupali Sragen;,

10. Bupati Boyolali,

11. Bupali Banyumas;
12 Bupati Purbalingga,
13. Bupati Cilacap:

14 Bupati Kebumen;

15. Bupati Banjarnegara;
16. Bupati Purworejo;
17.Bupati Temanggung;
18. Bupati Magelang;

19. Bupati Wonosobo,
20 Bupali Pati;

21 Bupati Kudus;

22 Bupati Jepara;
23.Bupati Rembang;
24.Bupati Blora,

25. Bupati Batang;
26.Bupati Pemalang;
27.Bupati Pekalongan;
28. Bupati Tegal;

29. Bupati Brebes;

30. Walikota Pekalongan;
31.Walikota Tegal;
32.Walikota Salatiga;
33.Walikota Semarang;
34.Walikota Surakarta;
35. Walikota Magelang.
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